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Alamat Kantor Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada
Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

. Nama

Jabatan

Alamat Kantor :

. Namasa
Jabatan

Alamat Kantor :

AGUS SISWANTO, S.Sos

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

J1. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi

Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
J1. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi

. Nama H. SUGENG PRASETYO, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi

. Nama H.M. FATAH, S.PdI
Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor :

JI. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan
atas nama DPRD Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 170/80 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun
2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PTHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Grobogan dengan



Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten
Grobogan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan
Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam
penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten
Grobogan Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2022.

Purwodadi, 10 Agustus 2022
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PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA
APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2022 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 30 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2022. APBD tahun 2022 tersebut

memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan

penyesuaian.
Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan

APBD dapat dilakukan apabila : (1) Perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-
asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun

Anggaran 2022 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun

2022 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2022

dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi
keuangan daerah.

2. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan
memperhitungkan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap unsur-unsur
pendapatan daerah, dan alokasi pendapatan yang berasal dari
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Operasional
Sekolah Reguler, dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2021;



3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;

Penyesuaian penganggaran terkait dengan pencegahan dan

penanganan Covid-19;

. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat

penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2022.

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Tahun

Anggaran 2022 memiliki kedudukan yang penting karena akan menjadi

dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2022.

. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Tahun

Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk:

1.

Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Tahun

Anggaran 2022 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12.

13.

14.

15

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik;



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan
Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta
Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan



28.

29.

30.

31.

32.

33.

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima
Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6348

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil,;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 17);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 94);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 130)

Instruksi Presiden Nomor S5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



44.

45.

46.

47

48.

49.

50.

51.

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;

.Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang

Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease di lingkungan pemerintah daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2007 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011
Nomor 1 Seri B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016



52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2016 Nomor 14).

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2014 Nomor 10), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 12).

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021 Nomor 30).



BAB II
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
1. Kondisi Perekomonian Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih
tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi
pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Menurut IMF, dalam periode 2022-
2023 Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 5,6%, dan
6,0%. Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun
2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi
berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia.
Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja
selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya
menjadi faktor penting. Kita perlu jaga momentum pemulihan ke depan
dengan tetap waspada terhadap berbagai risiko. Dalam laporan WEO
Januari 2022 tersebut, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi
penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara,
yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan
vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan
komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal,
memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi
struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Sementara itu Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh berlanjutnya perbaikan
ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat,
serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan
investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan
stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja
perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan
optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun
2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan
imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor
ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek

melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat
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pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui
kebijakan reformasi struktural.

Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan
ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022.
Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran 3*1% pada tahun 2022,
didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui
peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan
permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan
rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan
terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak
Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022.
Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai
transaksi e-commerce diprakirakan akan mencapai RpS530 triliun, uang
elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun.
Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan
sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk
mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.
Bauran kebijakan tersebut mencakup S5 instrumen kebijakan, yaitu:
Kebijakan moneter, Kebijakan makroprudensial, Kebijakan sistem
pembayaran, Kebijakan pengembangan pasar uang, dan Kebijakan

UMKM dan ekonomi keuangan Syariah.

2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh 5,42% (yoy).
Peningkatan ekonomi tersebut terutama dipengaruhi oleh pemberlakuan
pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan PPKM
berbasis level serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dari sisi
pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terbesar
adalah investasi dengan andil terhadap PDRB sebesar 2,14% dan
pertumbuhan sebesar 7,12% (yoy). Kinerja investasi didorong oleh
percepatan pembangunan proyek strategis nasional diantaranya tol
Semarang-Demak, tol Jogja-Bawen, tol Solo-Jogja, dan kawasan industri
Batang. Pada sektor swasta, investasi dilakukan untuk memenuhi
peningkatan permintaan domestik dan global.

Dari sisi lapangan usaha (LU), seluruh lapangan usaha utama
tumbuh positif pada tahun 2021. Kinerja LU Industri Pengolahan

didorong oleh permintaan global dan domestik yang membaik. Relokasi
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pabrik alas kaki ke Jawa Tengah semakin meningkatkan produksi
industri pengolahan di Jawa Tengah. Pemanfaatan Izin Operasional dan
Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) untuk sektor esensial berorientasi
ekspor dan domestik serta padat karya, mampu menjaga produktivitas
sektor industri.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan, diperkirakan
kembali menguat. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti
Prompt Manufacturing Index (PMI) dan perkembangan indeks penjualan
ritel yang terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Jawa
Tengah 2022 dan 2023 diproyeksikan lebih baik dibandingkan dengan
2021 seiring dengan perluasan implementasi vaksin, menurunnya kasus
Covid-19, dan meningkatnya permintaan global serta domestik.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 tercatat sebesar 1,70%
(yoy). Capaian tersebut juga sejalan dengan peningkatan realisasi di
tingkat nasional yang terhitung sebesar 1,87% (yoy). Seluruh kota
pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan kenaikan inflasi dengan
kenaikan tertinggi terjadi di Kota Surakarta. Naiknya tekanan inflasi
terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan
Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Inflasi Jawa Tengah pada tahun
2022 dan 2023 diperkirakan masih akan meningkat. Peningkatan laju
inflasi tersebut diperkirakan bersumber dari Kelompok Makanan,
Minuman, dan Tembakau, khususnya pada beberapa komoditas
produksi domestik yang turut terdampak akibat naiknya harga
komoditas global.

Secara rinci proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah

Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah
Jawa Tengah Tahun 2023

No Indikator TaPl:::ryle; g; 3
1 | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 5,63 - 4,80
2 | Inflasi (Persen) 3,0+1
3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 5,63-4,80
4 | Kemiskinan (Persen) 9,51-9,29
5 | Indeks Pembangunan Manusia 72,75
6 | Nilai Tukar Petani 104,05
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7 | Indeks gini 0,34

8 | PDRB per kapita (juta rupiah) 43,32

Sumber: Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah NOMOR: 050/0017371 Tentang Arah
Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Provins! Jawa Tengah Tahun 2023

3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan diperkirakan
mengalami perbaikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini sejalan dengan
perbaikan kondisi perekononian global, nasional, dan Provinsi Jawa
Tengah. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja
diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan;
dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat
Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan,
akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali pada
tahun 2022 dan 2023. Permintaan domestic, konsumsi rumah tangga
dan pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat. Keyakinan
konsumen semakin membaik akan berpengaruh terhadap konsumsi
masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian
daerah.

Perbaikan perekonomian didukung vaksinasi, pembukaan sektor
ekonomi, dan stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Penanganan pandemi Covid-19 yang sinergis dan inovatif melalui
pelaksanaan vaksin yang agresif serta langkah-langkah yang terukur
melalui pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas dan upaya
pemulihan ekonomi diharapkan akan mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dilakukan
adalah pengendalian inflasi terutama menghadapi momen-momen hari-
hari besar keagamaan.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada
tabel berikut ini.

Proyeksi Makro Ekonomi
Kabupaten Grobogan 2023

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja
2023

1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 70,93 - 71,43

2 | Pertumbuhan Ekonomi % 4-5

3 | Angka Kemiskinan % 10,46 - 10,94

4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,00 - 4,20
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B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi

keuangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 sampai

dengan bulan Juni 2022, maka kebijakan pendapatan dalam

Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022

diarahkan sebagai berikut:

1.

Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:

a.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan juni
(Triwulan II) tahun 2022;

Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
memperhatikan dampak Pandemi COVID-19 terhadap setiap
unsur pendapatan asli daerah;

Penyesuaian berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan
Perusahaan Milik Daerah Tahun 2021;

Penyesuaian berdasarkan saldo Kas BLUD Tahun Anggaran

2021.

Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah Pusat

meliputi:

a.

Penyesuaian terhadap dana transfer dan dana desa
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19)
Dan Dampaknya.

Penyesuaian atas DBHCHT  berdasarkan  Peraturan
Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.07/2022 tentang
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,

meliputi:

a.

Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri
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atas:

belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD

Tahun Anggaran 2022 secara rinci sebagai berikut:

a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka

pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1)

Belanja Pegawai

belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2022

dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan

untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13, mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima

Tunjangan Tahun 2022.

Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Perubahan

pengalokasian belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD
tahun anggaran 2022 mengacu pada:

a) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

b) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020
tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Virus
Disease 2019 (Covid-19);

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19)

Dan Dampaknya.
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3)

4)

6)

Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang
yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan
perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung
kewajiban bunga pinjaman daerah yang pada Tahun 2022
merupakan Tahun terakhir, ditambah bunga rencana pinjaman
daerah Tahun 2022.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual
produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik
negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana
dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran
Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan
Daerah dalam  mendukung  terselenggaranya = fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mulai Tahun Anggaran 2022 pemberian hibah baik berupa uang
maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
Belanja hibah pada tahun 2022 terutama diarahkan untuk
pemulihan dampak pandemic covid 19.

Belanja Bantuan Sosial
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Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan
tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai Tahun
Anggaran 2022 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa
uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
Belanja bantuan sosial pada tahun 2022 terutama diarahkan
untuk pemulihan dampak pandemic covid 19.
b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan

infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang

mengarah pada pengembangan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Dan Layanan Dasar Permukiman. Perubahan alokasi belanja

modal dalam perubahan APBD tahun 2022 mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran

2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas

Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer
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Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat
kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10%
dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi
Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi
Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari

pemerintah pusat.

D. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten

Grobogan Tahun Anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2021
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal

pemerintah daerah.

Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Daerah Tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2022

4 PENDAPATAN 250351860000 | 2545714624652

41 PENDAPATANASL DARRAH 349216210000 366.624.946.652

4101 | Pendapatan Pajak Deerah 116,010,000.000 123.830.000.000

4102 | Hosil Retribus Doerah 12977402000 N.971478378

413 | oSt Pengeldaan Kekayaan Deerah 23.012.221.000 27731.881.000
yang Oipisahkan

4104 Z'r?'la'“' endapatan Aeli Dherah yang 197.216.587.000 203.091587.274
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ND LRAAN APBD2022 PERUBAHANKUA 2022 KET
42 PENDAPATANTRANSFER 2162.635.650.000 2171.703.678.000
4201 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.957.974.756.000 1.943.646.831.000
4202 | PendapatanTransfer Antar Daerah 204.660.894,.000 228.056.847.000
43 SL?I:LLNN AIAN YANG 8500.000.000 7.446.000.000
4301 | Pendapatan Hbah 8500.000.000 7.446.000.000

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
4303 | Ketentuan Peraturan Perundang- 0 0
Lhdangan
5 BHANJA DAERAH 2652101.860.000 2853.656.553.384
51 BHANJAGPERAS 1.820.224.595.443 1.864.630.086.453
5.1.01 Belanja Pegavai 961.893.871.197 966.044.068.002
5102 [ BelanjaBarangdanJasa 124891993172 755.211.014.227
5103 | BelanjaBunga 3093112000 3093112000
5104 | Belanja Subsidi 0 300.000.000
5105 | BelanjaHbah 108.669.558.324 123.437.900.224
5106 | Belanjabantuan Sosial 21.670.060.750 16.543.992.000
5.2 BHANJAMODAL 371.091.817.557 536.192344.207
5202 | Belanja Modal Peralatan danMesin 53.835.627.707 125.675.966.421
5203 | BelanjaModal Gedung dan Bangunan 71.545.331.892 122.246.791.041
5204 E‘;’Ja Mokl Jelan Jaringan, dan 251.036.237.958 282636123012
5205 | BelanjaModal Aset Tetap Lainnya 459.620.000 5.418.463733
5206 | Belanja Modal Aset Lainnya 215.000.000 215.000.000
53 BHANJATIDAKTERDUGA 25.858.917.000 24548011.724
5301 | BelanjaTidak terduga 25.858.917.000 24548011.724
54 BHANJATRANSHR 428926.530.000 428286.111.000
5401 | BelanjaBagi Hasil 12.898.741.000 13.580.148.000
5402 | Belanja Bantuan Keuangan 416.027.789.000 414705.963.000
Total Surplus/(Defisit) (131.750.000.000) (307.881.928.732)
6 PEMBAYAAN DAERAH 131.750.000.000 307.881.928732
6.1 PENERMAAN PEMBAYAAN 175.000.000.000 351.131.928732
giop | O Letih Pertitungan Anggaran Tahun 60.000.000.000 236131928732
Sebelummya
6104 | Penerimaan Pinjaman Daerah 115.000.000.000 115.000.000.000
6.2 PENGELLUARAN PEMBAYAAN 43.250.000.000 43.250.000.000
6201 | Pebentukan Dana Cadangan 25.000.000.000 25.000.000.000
6202 | Penyertaan Modal Daerah 18250.000.000 18250.000.000
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LRAAN APBED2022 PERLBAHANKLA 2022 KET

PEVBAYAANNETTO 131.750.000.000 307.881.928732

SSALEHHPEVBAYAAN ANGGARAN
TAHINBERKENAAN (DEASIT SETHAH
PEMBAYAAN
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BAB III
PENUTUP

Demikianlah Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD
ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Perubahan RAPBD
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.
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